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TENTANG

INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM

Menimbang

HUTAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.56/Menhut-11/2009 tentang Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan
Restorasi Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-
1172011, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Inventarisasi
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.5/Menhut-11/2011,

bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan
tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi
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Mengingat

1.

ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi
Pemberantasan Korupsi  Tahun 2013, perlu
pengaturan kembali mengenai Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada lIzin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Alam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Alam;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5506);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia  Bersatu I,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
1172008 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Terhadap Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
1172008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.20/Menhut-11/2010 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-
1172009 Tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 24);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-
1172013 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1076);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
1172010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-11/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
1172013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 958);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN
RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang selanjutnya disebut
IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang
kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang
dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun
pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah
unit pengelolaan/manajemen.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang
selanjutnya disingkat ITUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam
pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Alam yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HA adalah rencana kerja
untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HA untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan,
kelestarian  usaha, aspek keseimbangan Ilingkungan dan
pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HA adalah rencana
kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang disusun
berdasarkan RKUPHHKHA.

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
yang selanjutnya disebut BKUPHHK-HA adalah rencana kerja yang
berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada
pemegang IUPHHK-HA yang baru memperoleh izin dan belum
memiliki RKUPHHK-HA (pertama).

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP yang selanjutnya
disebut RPHJP KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk
seluruh wilayah kerja KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
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